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Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 321,
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Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Maros.

Pemerintah Daerah
penyelenggara peme
pelaksanaan urusa
kewenangan daerah @
Bupati adalah Bupati
Camat adalah Camat
Desa adalah Desa di |
Pemerintah Desa adz

adalah Bupati sebagai unsur
rintahan daerah yang memimpin
n pemerintahan yang menjadi
itonom.
Maros.
di Kabupaten Maros.
Kabupaten Maros.
1lah Kepala Desa dibantu perangkat

Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pemerintahan Desa

adalah penyelenggaraan urusan
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pemerintahan dan |
dalam sistem pemeri
Indonesia.
Kepala Desa adalah K¢
Badan Permusyawara

BPD adalah
pemerintahan yang
penduduk Desa berd
ditetapkan secara dem
Peraturan Desa adal:
vang ditetapkan oleh
disepakati bersama Be
Keuangan Desa adals
dapat dinilai dengan
uang dan barang yang
hak dan kewajiban De
Pengelolaan Keuangar
yang meliputi perenca
pelaporan, dan pertan
Rencana Pembangun
selanjutnya disebut

lembs

kepentingan masyarakat setempat
ntahan Negara Kesatuan Republik

epala Desa di Kabupaten Maros.
tan Desa yang selanjutnya disingkat
aga yang melaksanakan fungsi

anggotanya merupakan wakil dari

asarkan keterwakilan wilayah dan
10kratis.

ah peraturan perundang-undangan
Kepala Desa setelah dibahas dan
adan Permusyawaratan Desa.

ih semua hak dan kewajiban yang
uang serta segala sesuatu berupa
o berhubungan dengan pelaksanaan
sa.

1 Desa adalah keseluruhan kegiatan
naan, pelaksanaan, penatausahaan,
ggungjawaban keuangan Desa.

an Jangka Menengah Desa yang
RPJM Desa adalah dokumen

perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut

RKP Desa, adalah p
jangka waktu 1 (satu)
Anggaran Pendapatan
disingkat APB Desa
Pemerintahan Desa.

enjabaran dari RPJM Desa untuk
tahun.

dan Belanja Desa yang selanjutnya
adalah rencana keuangan tahunan

Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu)

tahun anggaran yang

menjadi hak Desa dan tidak perlu

dikembalikan oleh Desa.
Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan
kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak

akan diterima kembali

oleh Desa.

Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima

kembali, baik pada t

ahun anggaran yang bersangkutan

maupun pada tahun anggaran berikutnya.
Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang
diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung

pendanaan penyelen
Pembangunan,

kemasyarakatan.
Alokasi Dana Desa sel

pemberdayaan

ggaraan pemerintah, pelaksanaan
masyarakat, dan

anjutnya disingkat ADD adalah dana

perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran
pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah
dikurangi Dana Alokasi Khusus.




21. Sisa Lebih Perhitunga
SiLPA adalah selisi
pengeluaran anggarat

PEDOMAN PENYUSUN
BELANJA DES!

(1) Ruang lingkup pedo
Anggaran 2025 melip

a. sinkronisasi kebij
kewenangan Desa ¢

b. prinsip penyusunai

c. kebijakan penyusu

d. teknis penyusunan

e. hal khusus lainnya.

(2) Uraian pedoman pen
2025 sebagaimana ¢
dalam Lampiran yang

dari Peraturan Bupat

APB Desa Tahun Anggara
2 berdasarkan target kin
RKP Desa Tahun 2025.

Kode rekening bidang, s
Desa berpedoman pada
undangan.

(1) APB Desa sebagaimal
merupakan satu kesa
a. pendapatan;
b. belanja; dan
c. pembiayaan.

(2) Pendapatan sebagaim
diklasifikasikan mer

pendapatan.

(3) Belanja sebagaimana

diklasifikasikan men

jenis belanja, objek bg
(4) Pembiayaan sebagain

in Anggaran yang selanjutnya disebut
h lebih realisasi penerimaan dan
n selama satu periode anggaran.

BAB 11
AN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
A TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 2

man penyusunan APB Desa Tahun
uti:

akan Pemerintah Daerah dengan
lan RKP Desa;

n APB Desa;

nan APB Desa;

APB Desa; dan

yusunan APB Desa Tahun Anggaran
limaksud pada ayat (1) tercantum
merupakan bagian tidak terpisahkan
1 ini.

Pasal 3

in 2025 sebagaimana dimaksud Pasal
erja kegiatan yang tercantum dalam

Pasal 4

ub bidang, dan kegiatan pada APB
i ketentuan peraturan perundang-

Pasal 5

na dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
tuan yang terdiri atas:

1:ana dimaksud pada ayat (1) huruf a
wurut  kelompok, jenis dan objek

1 dimaksud pada ayat (1) huruf b
urut bidang, sub bidang, kegiatan,
zlanja, dan rincian objek belanja.

1ana dimaksud pada ayat (1) huruf c
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pembiayaan.
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sebagaimana dimakst
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Pasal 6
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LAMPIRA

PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR &F TAHUN . 3034

TENTANG

PEDOMA PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN

ANGGARA]

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PE

TAHUN ANGGARA]

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daera
Desa.

2025

DAPATAN DAN BELANJA DESA
2025

dengan Kewenangan Desa dan RKP

Bedasarkan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, arah

kebijakan pembangunan Pemerintah Kab
dalam Peraturan Bupati Maros Nomor 6
Pemerintah Daerah Kabupaten Maros

Percepatan Pembangunan Wilayah yang

Pemerataan Wilayah.

Sejalan dengan hal tersebut, diteta
Kabupaten Maros pada tahun 2025, yaitu
1. Peningkatan produktivitas ekonomi ber
2. Peningkatan ketersediaan infrastruktu

dasar wilayah secara inklusi dan berkel
3. Peningkatan kualitas tata kelola pen
pelayanan dan berbasis IPTEK;

paten Maros sebagaimana tertuang
ahun 2024 tentang Rencana Kerja
Tahun 2025 mengambil tema:

Berkualitas Untuk Mewujudkan

pkan pula prioritas Pembangunan

basis potensi ekonomi wilayah;

dan kebermanfaatan inrastruktur
anjutan;

erintahan yang berdampak pada

4. Peningkatan ketahanan ekologi, ketahanan bencana dan kelestarian

lingkungan;

5. Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan kualitas hidup

masyarakat secara inklusif.
Dalam kerangka sinergi dan pen
setiap Bidang/Urusan dalam penyelenggar

berdasarkan target kinerja setiap kegiata

pembangunan yang telah ditetapkan dala
Pemerintah Desa harus memfokuskan p

elarasan, alokasi anggaran untuk
aan pemerintahan Desa ditentukan
yang difokuskan pada prioritas
RKP Desa. Berkaitan hal tersebut,
ioritas pembangunan Desa tanpa

harus menganggarkan seluruh kegiatan yang menjadi kewenangan Desa

Rencana Kerja Pemerintah Desa (R

KP Desa) Tahun 2025 merupakan

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan

kegiatan yang akan dilaksanakan dalam

satu tahun berjalan dan menjadi

dasar penetapan APB Desa Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan RKP Desa
kesinambungan pembangunan terencana

merupakan

upaya dalam menjaga
dan sistematis yang dilaksanakan

oleh masing-masing Desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang

tersedia secara optimal, efisien,

efektif dan akuntabel dengan tujuan

penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

berdasarkan kearifan lokal/local wissdom
Hal ini mengisyaratkan bahwa pen

capaian prioritas pembangunan di

Desa memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui
pengintegrasian prioritas nasional, prioritas Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupa
berbasis lokal Desa.

Prinsip Penyusunan APB Desa
Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2(
1. sesuai dengan kebutuhan penye

berdasarkan urusan dan kewenangan I
2. tertib,

taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan,

iten berdasarkan kewenangan dan

D25 sebagai berikut:
lenggaraan pemerintahan
Jesa;

Desa

efisien,
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ekonomis, efektif, bertanggung jaw
keadilan, kepatutan dan manfaat untul
tepat waktu, sesuai dengan tahapan

dalam peraturan perundang-undangan;

ab dengan memperhatikan rasa
k masyarakat;
dan jadwal yang telah ditetapkan

2

transparan, untuk memudahkan | masyarakat mengetahui dan
mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;

memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;

tidak bertentangan dengan kepentinga
tinggi.

Kebijakan Penyusunan APB Desa
Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa dalam
penyusunan APB Desa Tahun Anggaran
belanja, dan pembiayaan dengan pendekatan penganggaran berdasarkan
prestasi kerja. Prestasi kerja yang dimaksud adalah:

Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari

a.

b.

d.

kegiatan yang direncanakan;

n umum dan peraturan yang lebih

2025 terkait dengan pendapatan,

Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang

akan dicapai yang berwujud kualitas,
pelaksanaan dari setiap kegiatan;

barang/jasa yang berlaku di suatu
Keputusan/Peraturan Bupati atau
ditetapkan dengan peraturan kepala De
Standar Biaya Satuan, yaitu

Substansi APB Desa memuat rencana p
masing-masing bidang, program dan ke
untuk tahun yang direncanakan, dirinci
belanja dan pembiayaan.

1.

Pendapatan Desa

kuantitas, efisiensi dan efektifitas

. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit

daerah yang ditetapkan dengan
standarisasi barang/jasa yang
54

endapatan, rencana belanja untuk
giatan, serta rencana pembiayaan
sampai dengan obyek pendapatan,

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas

Desa yang tidak perlu dibayar kembali
yang sesuai dengan ketentuan perat

oleh Desa dan penerimaan lainnya
uran perundang-undangan diakui

sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) Tahun
Anggaran. Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun
Anggaran 2025 merupakan perkiraan terukur secara rasional dan memiliki

dasar hukum penerimaannya.
Pendapatan Desa terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Desa (PADesa),

1) PADesa merupakan pendapatan yang diperoleh Desa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi hasil usaha Desa
dari BUMDesa, hasil aset Desa, serta pungutan Desa lainnya.

2) Penganggaran PADesa memperhatikan penerimaan PADesa tahun

sebelumnya dan perkiraan pertumbuhan ekonomi

berikutnya;

pada tahun

3) Penganggaran PADesa tidak memberatkan masyarakat dan dunia

usaha;
4) Penganggaran PADesa yang bersu

mber dari pungutan atau retribusi

Desa berpedoman pada Peraturan Desa.

5) Penganggaran PADesa dalam APB Desa dirinci

dan dijelaskan

pencantumannya berdasarkan jenisnya.

b. Dana Transfer

1) Dana transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat

dan /atau Pemerintah Daerah.
2) Pemerintah Desa menganggarkan
dana transfer yang penggunaannya

pendapatan yang bersumber dari
sudah ditentukan dengan petunjuk

teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.




3) Dana transfer terdiri atas transfer pemerintah pusat dan /atau
Pemerintah Daerah meliputi:
a) Dana Desa;

b) Alokasi Dana Desa;
c) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; dan
d) Bantuan Keuangan, yang terdiri atas:
(1) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendaparan Belanja Daerah
Provinsi; dan
(2) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendaparan Belanja Daerah
Kabupaten.

c. Pendapatan Lain-lain
Pendapatan Lain-lain merupakan pendapatan Desa selain pendapatan
asli Desa dan dana transfer, meliputi
1) Penerimaan dari hasil kerja sama Desa;

2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;

3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;

4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang
mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;

5) Bunga bank; dan

6) Swadaya, partisipasi dan/atau gotong royong dari masyarakat Desa,
serta pendapatan lain Desa yang sah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

2. Belanja Desa
Belanja Desa harus diarahkan nggunaannya untuk mendanai
pelaksanaan kewenangan Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening
kas Desa dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang diakui sebagai pengurang ekuitas yang
merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Desa
disusun dengan ketentuan:
a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja

Desa untuk mendanai:

1) penyelenggaraan Pemerintahan
Pemerintahan Desa dan insentif

2) pelaksanaan pembangunan Desa;

3) pembinaan kemasyarakatan Desa; dan

4) pemberdayaan masyarakat Desa.

b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja
Desa untuk mendanai:
1) penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan

perangkat Desa lainnya; dan

2) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

c. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik,
penganggaran kegiatan yang menjadi kewenangan Desa disusun
berdasarkan skala prioritas.

d. Belanja Desa harus mendukung target capaian prioritas pembangunan
nasional Tahun 2025 dan mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan
Desa yang menjadi kewenangan Desa.

e. Belanja Desa berpedoman pada standar biaya umum, standar harga
satuan, analisis standar belanja dan/atau standar teknis sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan
anggaran, standar biaya umum dan standar harga satuan merupakan
batas tertinggi yang besarannyal tidak dapat dilampaui dalam
perencanaan dan pelaksanaan anggaran kegiatan dan sub kegiatan yang
terdiri dari satuan biaya honorarium; satuan biaya perjalanan dinas
dalam negeri; satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan diluar
kantor; dan satuan biaya pengadaan kendaraan dinas. Apabila terdapat
harga satuan barang/jasa yang jumlahnya lebih tinggi daripada harga
standar, Pemerintah Desa dapat menggunakan harga pasar dengan

esa termasuk belanja operasional
n tetangga dan rukun warga;



terlebih dahulu melakukan survey
diatur sesuai ketentuan peraturan pe

f. Kebijakan belanja Desa meliputi:
1) Belanja pegawai

a) Belanja Pegawai digunakan un

2) Belanja barang/jasa

penerimaan lain, dan pembayar:
dan perangkat Desa, serta tunjat
b) Belanja pegawai dibayarkan seca
ketentuan peraturan perundang-
¢) Pembayaran jaminan sosial dil
peraturan perundang-undangan

harga pasar yang mekanismenya
rundang-undangan.

tuk penghasilan tetap, tunjangan,
an jaminan sosial bagi kepala Desa
ngan BPD.

ira rutin dan berkala sesuai dengan
-undangan.

lakukan sesuai dengan ketentuan

d) Pemerintah Desa dapat mengalokasikan tunjangan kinerja bagi
kepala Desa, perangkat Desa, dan bagi pimpinan serta anggota BPD.

a) Belanja barang/jasa digunakan
barang/jasa yang nilai manfaatn
termasuk barang/jasa yang ak
masyarakat/pihak lain dalam

untuk pengeluaran bagi pengadaan
ya kurang dari 12 (dua belas) bulan,
an diserahkan atau dijual kepada
rangka melaksanakan kegiatan

pemerintahan Desa guna mencapai sasaran prioritas yang tercantum

dalam RPJM Desa.

b) Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

operasional BPD;

pemberian atau hibah baran
masyarakat sesuai dengan

operasional pemerintah Desa;
pemeliharaan sarana prasarana Desa;
kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;

insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan

g/jasa pada masyarakat/ kelompok
ketentuan peraturan perundang-

undangan dan kemampuan APB Desa.
c) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud

pada huruf b) angka (5) yaitu

lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga
pelayanan

pelaksanaan  tugas

bantuan uang untuk operasional
untuk membantu

pemerintahan, perencanaan

pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan

masyarakat Desa.
d) Pemberian barang/jasa pada
dilakukan untuk menunjang

masyarakat/kelompok masyarakat
pelaksanaan kegiatan Desa dan

pencapaian prioritas pembangunan Desa.

3) Belanja modal

4) Belanja tak terduga

3. Pembiayaan Desa
Pembiayaan Desa merupakan semua
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam

rangka pembelian/pengadaan atau

pembangunan aset tetap berwujud

yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang
menjadi kewenangan Pemerintah Desa, seperti dalam bentuk tanah,
peralatan dan mesin, bangunan, jalan, irigasi dan aset tetap lainnya
sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan Desa.

Belanja tak terduga

merupakan

belanja untuk kegiatan

penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak

yang berskala lokal Desa dengan ketentuan:

a) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah
Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b) tidak diharapkan terjadi berulan

g; dan

c) berada di luar kendali pemerintah Desa.

penerimaan yang perlu dibayar

maupun pada tahun anggaran




berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri at3
a. Penerimaan pembiayaan
1) SiLPA tahun sebelumnya
SiLPA sebagaimana dimaksud 1
pendapatan terhadap belanja, per
kegiatan yang belum selesai atf
disesuaikan dengan sumber danan
2) Pencairan dana cadangan
Pencairan dana cadangan sebagai
menganggarkan kebutuhan daz
dicatatkan dalam penerimaan peml
3) Hasil penjualan kekayaan Desa y;
bangunan.
b. Pengeluaran pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan terdiri atas:
1) Pembentukan dana cadangan, deng
a) Pembentukan dana cadangan di
yang penyediaan dananya tidak ¢
(satu) tahun anggaran.
b) Pembentukan dana cadangan dit
¢) Peraturan Desa sebagaimana din
memuat:
(1)
(2)
(3)

IV. Teknis Penyusunan APB Desa
A.Tahap Penyusunan APB Desa
agenda penyusunan hingga pelaporar
dengan tabel di bawah ini:

1s kelompok:

meliputi pelampauan penerimaan
1ghematan belanja, dan sisa dana
tau lanjutan. Penggunaan SiLPA

ya.

mana dimaksud digunakan untuk
1a cadangan yang selanjutnya
biayaan dalam APB Desa.

ang dipisahkan kecuali tanah dan

yan ketentuan sebagai berikut:
lakukan untuk mendanai kegiatan
lapat sekaligus dibebankan dalam 1

tetapkan dengan peraturan Desa.
naksud pada huruf b) paling sedikit

penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
besaran dan rincian tahui
dianggarkan;
(4) sumber dana cadangan; dan
(5) tahun anggaran pelaksanaan
d) Pembentukan dana cadangan da
penerimaan Desa, kecuali dari
telah ditentukan secara khusus
undangan.
e) Penganggaran dana cadangan
jabatan kepala Desa.
2) Penyertaan modal, dengan ketentus
a) Penyertaan modal antara lain
kekayaan pemerintah Desa yan,
untuk meningkatkan pendapat
masyarakat.
b) Penyertaan modal merupakan ke
dianggarkan dari pengeluaran pe
c) Penyertaan modal ditetapkan
penyertaan modal BUMDesa der
(1) peraturan Desa tentang pend
(2) AD/ART BUMDesa;
(3) struktur organisasi BUMDesz
(4) proposal rencana pengemban
(5) laporan  pertanggungjawab
sebelumnya; dan
(6) Rencana usaha (Business
rencana usaha.

nan dana cadangan yang harus

dana cadangan.

pat bersumber dari penyisihan atas
penerimaan yang penggunaannya
berdasarkan peraturan perundang-

tidak melebihi tahun akhir masa

an sebagai berikut:

digunakan untuk menganggarkan
g diinvestasikan dalam BUM Desa
an Desa atau pelayanan kepada

kayaan Desa yang dipisahkan yang
'mbiayaan dalam APB Desa.

dengan Peraturan Desa tentang
1gan memperhatikan:

irian BUMDesa;

A,
gan usaha BUMDesa;
an penyertaan modal tahun

lan) dan hasil analisis kelayakan

n APB Desa dilaksanakan sesuai




No Kegiatan Alokasi Waktu

1% PDZ?;usunan Rancangan APB Dimulai Bulan Oktober

2: SR SRS Dimulai Bulan November

Desa
3. | Penetapan APB Desa Paling lambat 31 Desember
Dilaksanakan maksimal 1 kali

%. | Perulahan AFE Deng kecuali dalam keadaan luar biasa
Adapun tahapan dari agenda penyusunan APB Desa dilaksanakan sebagai
berikut:
1. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

a.
b.
c.

2. Pe
a.

b.

C.

3. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa t

a.

e. Dalam hal Kepala Desa tidak mer

. Penyampaian

. Evaluasi Rancangan Peraturan De

. Hasil

Sekretaris Desa menyusun Ran
APBDesa berdasarkan RKP Desa ta
Sekretaris Desa menyampaikan R
APBDesa kepada Kepala Desa.
Kepala Desa menyampaikan Ranca
Desa kepada BPD untuk dibahas d:
rsetujuan Atas Rancangan Peratura
Rancangan Peraturan Desa tents
antara Kepala Desa dan BPD.
Kesepakatan bersama sebagaim
dituangkan dalam Keputusan
Rancangan Peraturan Desa tentang
Atas dasar Keputusan BPD tent
Peraturan Desa tentang APBDesa, K
Peraturan Kepala Desa tentas
dilaksanakan oleh Sekretaris Desa.

Rancangan Peraturan Desa tentar
bersama Pemerintah Desa dan E
Peraturan Desa, disampaikan oleh
untuk dievaluasi paling lambat 3 (ti
rancangan Perat
sebagaimana dimaksud pada hu
meliputi:

1) surat pengantar:
2) rancangan peraturan Kepala Des

3) peraturan Desa tentang RKP Desa;

4) peraturan Desa tentang kewena

usul dan kewenangan lokal bersk
5) peraturan Desa tentang pembent;
6) peraturan Desa tentang penyerta
7) berita acara hasil musyawarah B
8) keputusan BPD tentang persetujt

tentang APBDesa.

dimaksud pada huruf b, paling sedji
1) format susunan APB Desa;
2) kesesuaian dengan peraturan pe
3) kesesuaian dengan RKP Desa tah
4) keserasian antara kebijakan kab
5) keserasian dengan kepentingan u
6) kesesuaian dengan standarisasi i
Evaluasi Rancangan Per
disampaikan kepada Kepala Desa p
sejak diterimanya Rancangan Perat

cangan Peraturan Desa tentang

hun berkenaan.
ancangan Peraturan Desa tentang

ingan Peraturan Desa tentang APB
an disepakati bersama.

in Desa tentang APBDesa

ang APBDesa disepakati bersama

lana dimaksud pada huruf a
BPD tentang Persetujuan Atas
r APB Desa.

ang Persetujuan Atas Rancangan
lepala Desa menyiapkan Rancangan
ng Penjabaran APBDesa yang

entang APBDesa

1g APBDesa yang telah disepakati
3PD, sebelum ditetapkan menjadi
Kepala Desa kepada Tim Evaluasi
iga) hari sejak disepakati.

uran Desa tentang APBDesa
iruf a disertai dengan dokumen

a tentang penjabaran APB Desa;

ingan Desa berdasarkan hak asal
cala Desa;

ukan dana cadangan (jika tersedia);
an modal (jika tersedia);

PD; dan

aan atas rancangan peraturan Desa

sa tentang APBDesa sebagaimana
kit mencakup:

rundang-undangan;

1un berkenaan;

upaten dan kebijakan Desa;

imum; dan

ndeks harga.

aturan Desa tentang APBDesa
aling lama 20 (dua puluh) hari kerja
uran Desa tentang APBDesa.
ilerima hasil evaluasi sebagaimana




dimaksud pada huruf d, rancanga
dengan sendirinya.

Dalam hal hasil evaluasi menya
tentang APB Desa tidak sesuai den
tahun berkenaan dan peraturan
tinggi, Kepala Desa bersama BPD
lama 20 (dua puluh) hari kerja
evaluasi.

. Rancangan Peraturan Desa t
disempurnakan oleh Kepala Desa
f, dikirim kembali oleh Kepala Desa
(tiga) hari setelah selesainya penyei

.Rancangan Peraturan Desa
disempurnakan sebagaimana dim
ditetapkan menjadi Peraturan Desa

4. Pengundangan Peraturan Desa tentar

a. Peraturan Desa tentang APB Desa ¢
oleh Sekretaris Desa.

b. Kepala Desa menetapkan Rancang
Penjabaran APB Desa sebagai per:
Desa tentang APB Desa.

c. Kepala Desa wajib mengirimkan Pe

Peraturan Kepala Desa tentang Pe

melalui Camat paling lambat 7 (tuj

n Peraturan Desa tersebut berlaku

takan Rancangan Peraturan Desa
1gan kepentingan umum, RKP Desa
perundang-undangan yang lebih
melakukan penyempurnaan paling
terhitung sejak diterimanya hasil

entang APB Desa yang telah
sebagaimana dimaksud pada huruf
| kepada Tim Evaluasi paling lama 3
mpurnaan.

entang APB Desa yang telah
aksud pada huruf g, selanjutnya
1 tentang APB Desa.

1g APB Desa

jiundangkan dalam Lembaran Desa

ran Peraturan Kepala Desa tentang
aturan pelaksanaan dari Peraturan

raturan Desa tentang APB Desa dan
enjabaran APBDesa kepada Bupati
uh) hari sejak diundangkan.

B.Pengisian Format APB Desa

1. Format APB Desa dan Penjabaran APB Desa mengacu pada Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Keuangan Desa dan Peraturan Bup
tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
. Pendapatan diklasifikasikan menuru
Desa terdiri atas kelompok:
a. Pendapatan Asli Desa (PADesa), ter

1) Hasil usaha;

2) Hasil aset;

3) Swadaya, partisipasi dan gotong

4) Lain-lain pendapatan asli Desa.
. Transfer, terdiri dari:

1) Dana Desa;

2) Alokasi Dana Desa

3) Bagian dari Hasil Pajak Daera

Daerah;

4) Bantuan Keuangan dari APBD P1

5) Bantuan Keuangan APBD Kabup
. Pendapatan Lain-Lain, terdiri dari:

1) Hibah dan sumbangan dari pihal

2) Lain-lain pendapatan Desa yang
. Belanja terbagi atas klasifikasi bidang
bidang terbagi atas sub bidang d
diuraikan menurut jenis belanja, obje
belanja dan rincian objek belanja ditu:
yang ditetapkan dengan Peraturan Ke
. Pembiayaan memuat kelompok pen
digunakan untuk menutup defisit APE

yang digunakan untuk memanfaatka

masing diuraikan menurut kelompok,

pembiayaan dan rincian objek pembia

APB Desa.

Tahun 2018 tentang Pengelolaan
)ati Maros Nomor 23 Tahun 2019

t kelompok dan jenis. Pendapatan

diri dari:

royong; dan

1h Kabupaten/Kota dan Retribusi

rovinsi; dan
)aten /Kota.

k ketiga yang tidak mengikat; dan
sah.

dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi
lan kegiatan. Klasifikasi ekonomi
:k belanja, dan rincian objek. Objek
angkan dalam penjabaran APB Desa
pala Desa.

lerimaan pembiayaan yang dapat
3 Desa dan pengeluaran pembiayaan
in surplus APB Desa yang masing-
jenis, dan objek pembiayaan. Objek
iyaan dituangkan dalam penjabaran




V. Hal Khusus Lainnya
1.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan
Dana Desa, Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan untuk
percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa.
Adapun prioritas penggunaan Dana Desa antara lain:
a. Bidang Pembangunan:

1) pemenuhan kebutuhan dasar;

2) pembangunan sarana dan prasarana Desa,

3) pengembangan potensi ekonomi lokal; dan

4) pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan;

b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat:
1) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup
sehat;
2) penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan,

pelaksanaan,dan pengawasan pembangunan desa;
3) pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan
masyarakat desa;
4) pengembangan seni budaya lokal; dan
5) penguatan kapasitas masyarakat dalam
penanganan bencana alam dan nonalam.
Penggunaan Dana Desa tidak diperbol¢ehkan untuk pembangunan kantor
kepala Desa, balai Desa, atau tempat ibadah, kecuali Desa yang berstatus
Desa Mandiri dapat menggunakan Dana Desa untuk rehabilitasi atau
perbaikan ringan kantor Kepala Desa atau balai Desa, dengan ketentuan:

rangka mitigasi dan

a. maksimal 10% (sepuluh persen) dari
b. diputuskan melalui musyawarah De
keputusan musyawarah Desa.

. Penegasan Batas Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalar
tentang Pedoman Penetapan dan Pe
Direktoral Jenderal Bina Pemerintahar
Nomor 100.3.2.1/6289/BPD perihal Lap
Desa, setiap Desa menganggarkan |
Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa

. Penyusunan Profil Desa

Untuk memperkuat dasar pengamk
Pemerintahan Desa, setiap D¢
Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran
Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran

termasuk pendataan anak tidak sekolah.
. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskiz

Dalam rangka peningkatan kualitas sui
dan menekan angka anak tidak sekg
kegiatan Dukungan Pendidikan bagi Sis

. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Dalam rangka meningkatkan kualita

otal pagu anggaran; dan
, dan disertai dengan berita acara

n Negeri Nomor 45 Tahun 2016
negasan Batas Desa dan Surat
1 Desa Kementerian Dalam Negeri
oran Pelaksanaan Penetapan Batas
kegiatan Penentuan/ Penegasan/
(1.5.07).

dilan  kebijakan penyelenggaraan
>sa menganggarkan kegiatan
Profil Desa (1.3.02).

Profil Desa sebagaimana dimaksud

n/Berprestasi

mber daya manusia secara inklusif
blah, setiap Desa menganggarkan
wa Miskin /Berprestasi (2.1.10).

s sumber daya manusia untuk

mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, setiap Desa

menganggarkan kegiatan peningkatan
4.3.02, dan 4.3.03) dengan perincian:

b. minimal 1 (satu) kali kegiatan bagi

kapasitas aparatur Desa (4.3.01,

eluruh perangkat Desa (Sekretaris

a. minimal 1 (satu) kali kegiatan bagi Kiala Desa;

Desa, Kepala Dusun, Kepala Seksi, d

Kepala Urusan); dan

c. minimal 1 (satu) kali kegiatan bagi seluruh anggota BPD.

. Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Miskin

Pemerintah Desa dapat memberikan bantuan dalam upaya pemenuhan
kebutuhan primer dan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin yang



mengalami kedaruratan melalui kegiatan keadaan mendesak (5.3.00).
Penetapan warga penerima bantuan sebagaimana dimaksud berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan melalui musyawarah
Desa.

BUPATI MAROS,

\

A. S. CHA\DIR SYAM




